
82 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah ter- realisasikan sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” karena anak yang berkonflik dengan hukum dalam 

proses pemidanaan tidak diputus dengan pidana penjara yang semata-mata hanya 

upaya balas dendam dari negara, namun anak yang berkonflik dengan hukum 

telah diberi putusan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masa depan anak 

tersebut, dan setelah dilakukan kajian dengan menganalisis putusan pengadilan terhadap 

perkara pidana anak, khususnya dibagian menimbang, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hakim dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum telah memperhatikan 

hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi yaitu mengedepankan 

pembinaan, pendidikan, dan dengan tetap memperhatikan setiap perkembangan dan 

tumbuh kembang anak, terbukti dengan tidak dijatuhkan pidana penjara kepada anak 

yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan bagi anak yang telah 

berulangkali melakukan tindak pidana di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) dan Panti Sosial Bina Remaja  (PSBR). Sehingga dengan putusan yang 

bersifat pembinaan dan edukatif diharapakan hak-hak anak untuk mendapatkan 

kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang yang baik dapat terealisasi, dan anak 
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yang berkonflik dengan hukum dapat tumbuh menjadi anak yang bermoral, 

bersikap dan bermental yang baik daripada yang sebelumnya. 

B. Saran 

Terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya di 

tangani oleh setiap penegak hukum yang berkompeten dibidang anak dan setiap 

penegak hukum harus diberi pelatihan secara khusus dalam menangani perkara 

anak, suapaya anak yang masih dalam masa pertumbuhan secara mental dan 

psikologi tidak diperlakukan layaknya orang dewasa, dan diharapkan setiap aparat 

penegak hukum dalam menangani perkara anak selalu bertujuan untuk 

memberikan yang terbaik bagi anak. 
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